
SALINAN 

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA 
NOMOR 33 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2025 
TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 

BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA SURABAYA, 

Menimbang 

Mengingat 

: 

: 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 44 ayat (6)
huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah serta Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan
Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya

Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri

Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan

Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta
Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan
Rumah, maka Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 19 Tahun

2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 19

Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik
Indonesia Tahun 1945.

WALI KOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negera Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6881); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 
 

7. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan 
Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta 

Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan 
Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 

273); 
 

8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 22/KPTS/M/2023; 
 

9. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 

3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 
tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program 
Pembangunan Tiga Juta Rumah; 

 



3 
 

 
 

10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5); 
 

11. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomot 106 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan 
Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 202 Nomor 108) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 117 Tahun 
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya 

Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, 
Pengolahan Dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita 
Daerah Kota Surabaya tahun 2022 Nomor 119); 

 
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2024 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah 
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 34); 

 
13. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2025 tentang 

Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2025 Nomor 19). 

   

 

 
Menetapkan 

 

 
: 

MEMUTUSKAN: 

 
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2025 

TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 
DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN 

RENDAH. 

  Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 

19 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 19) diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka, yakni angka 
14, angka 15, angka 16 dan angka 17 sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :  
 

1. Daerah adalah Kota Surabaya. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.  
 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya. 
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4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu WaliKota 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. 
 

5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat 

Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota 
Surabaya. 
 

6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya 
disingkat Kepala Bapenda adalah Kepala Badan 

Pendapatan Daerah Kota Surabaya. 
 

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan 

usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 
 

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

 
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 

dikenai Pajak.  
 

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 

selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan 
hak atas tanah dan/atau Bangunan. 
 

13. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, 
termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, 

sebagaimana dimaksud dalam undangundang di bidang 
pertanahan dan bangunan. 
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14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya 

disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai 

keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan 
pemerintah untuk memperoleh rumah. 

 
15. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai 

tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, 

cerminan harkat dan martabatpenghuninya, serta asset bagi 
pemiliknya. 
 

16. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk 
memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR. 

 
17. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas 

prakarsa dan upaya masyarakat. 

 
 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 6 

 

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

adalah luas bumi paling luas 36 m2 (tiga puluh enam meter 

persegi) untuk Rumah Umum dan 48 m2 (empat puluh delapan 

meter persegi) untuk Rumah Swadaya. 

 
Pasal II 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

 
Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 11 Juli 2025 

 
WALI KOTA SURABAYA, 

 
ttd 

 

ERI CAHYADI 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Diundangkan di ....... 
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Diundangkan di Surabaya 
Pada Tanggal 11 Juli 2025 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Rachmad Basari SE., MM., CGCAE. 

Pembina Utama Madya 
NIP 19690323 199602 1 001 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 33 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 
Jaksa Utama Pratama 
NIP. 197803072005011004
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